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BAB I11
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang sudah dikemukakan dalam

kasus sbelumnya dapat di tarik kesimpulan bahwa :

1. Penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan akibat pertambangan
rakyat di Kelurahan Poboya Kecamatan Palu Timur Kota Palu belum
berjalan dengan baik. pemerintah Kota Palu hanya melakukan sosialisasi
pengendalian pencemaran lingkungan saja, dan belum melakukan upaya
penertiban pertambangan emas ilegal di Kecamatan Palu Timur.

2. Penegakan hukum belum dapat dilaksanakan dengan baik disebabkan
karena adanya hambatan-hambatan sebagai berikut :

a. Kepolisian dalam melakukan penegakan hukum tidak dengan sungguh-
sungguh maksudnya adalah banyak dari oknum-oknum aparat yang ikut
memanfaatkan pertambangan rakyat di Kelurahan PoboyaKecamatan
Palu Timur.

b. Kurangnya koordinasi yang baik oleh pemerintah daerah di awal-awal
pertambangan sehingga penambang emas ilegal semakin banyak dan
terus berlangsung

c. Terbatasnya sosialisasi peraturan maupun perundang-undangan dari
pemerintah daerah kepada rakyat sehingga masyarakat kurang

memahami pentingnya suatu perizinan di bidang pertambangan,
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disamping itu tingkat pendidikan yang relatif rendah menjadi sebuah
kendala dalam melakukan sosialisasi.

d. Adanya kekahwatiran dari pemerintah daerah apabila menertibkan
pertambangan emas ilegal yang sekarang begitu banyaknya akan
mengganggu ketentraman dan kenyamanan masyarakat di Kota Palu.

B.Saran

Di akhir penulisan hukum/skripsi ini, penulis memberikan saran-saran sebagai

berikut :

1. Pemerintah Daerah perlu melakukan sosialisasi mengenai Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pertambangan rakyat kepada aparat
pemerintah maupun aparat yang terkait dengan pemberian izin.

2. Pemerintah Kota Palu perlu melakukan sosialisasi(pelaku tambang ilegal)
akan pentingnya sebuah perizinan bagi setiap pengusahaan pertambangan
dan tatacara (prosedur) pengurusan izin tersebut, termasuk besarnya biaya
yang diperlukan dalam mengurus izin.

3. Pemerintah Daerah dan instansi terkait perlu lebih serius dalam hal
penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan akibat pertambangan
rakyat ilegal yang di lakukan di Kecamatan Palu Timur. Jika sosialisasi
kepada para penambang dirasa tidak memberikan hasil maka pejabat
pemerintah daerah dan instansi terkait dapat memberikan sanksi, baik
berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana kepada para penambang.

Karena dampak pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh
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pertambangan rakyat ilegal tersebut jika tetap dilakukan tanpa pengawasan
dan pengelolaan yang baik makan akan berdampak kepada seluruh

masyarakat Kota Palu.



Buku :
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